Bab II
Norma Hukum Islam Tentang Jjarah dan Wakalah
A. Pengertian Jjarah
1. Pengertian /jarah dan Landasan Hukum

Secara etimologi, a/-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti a/-
‘iwadu (ganti) dan oleh sebab itu as-sawab (pahala) dinamai ajru (upah).'
Lafal al-jjarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. A/-
ffaralh merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memepuhi
keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual
jasa? Sedangkan secara terminologi, para ulama’ berbeda-beda dalam
mendefinisikan jjarah, antara lain:

a. Menurut ulama’ Hanafiyah, /jarah adalah
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akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan
disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.™

b. Menurut ulama’ Syafi’iyah, jjarah adalah

! Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 13, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), 7.
? Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.
* Abdul al-Rohman al -Jaziri, al-Figh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-
Tlamiyah, 1990),94
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Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah
dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.*

C. Menurut ulama’ Malikiyah, jjarah adalah
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memberikan hak kepemilikan sesuatu yang mubah dalam masa tertentu
disertai dengan imbalan.’
| Pada garis besarnya Jjjarah terdiri atas dua pengertian, yaitu :
pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dar suatu 'ain
seperti rumah dan pakaian. Kedua, pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan
yang dilakukan oleh seseorang misalnya pelayan. Pengertian pertama
mengarah pada sewa menyewa. Sedangkan pengertian yang kedua lebih
tertuju kepada upah-mengupah.®
Dengan demikian jjarah adalah suatu Jenis akad untuk mengambil
manfaat dari suatu 'ain atau suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang
dengan jalan memberi imbalan.
. Landasan Hukum Jjarah
Landasan hukum mubahnya akad jjarah adalah al-quran, sunah,
ijma’ dan fatwa DSN

a. Al Qur’an

¢ Asy-syarbaini al-khathib, mugns al-muhtaj(Beirut: dar al-fikr, 1978), jilid I1, 233
’ Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam 5, Cet. 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 387.
® Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,), 34.
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Ayat - ayat Al Qur'an yang menjadi landasan kebolehan akad a/-

ljarah, adalah:

1) Surat Al-Qashas ayat 26-27:
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Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’

Ayat ini berkisah tentang perjalanan nabi Musa as bertemu
dengan kedua putri nabi Ishaq. Salah seorang putrid nabi Ishaq
meminta nabi Musa as untuk di - isti’jar (disewa tenaganya/jasa)
guna menggembalakan domba. Kemudian nabi Ishaq as bertanya
tentang alasan permintaan putrinya. Putri nabi Ishaq mengatakan
bahwa nabi Musa as mampu mengangkat batu yang hanya bisa
diangkat oleh 10 orang, dan mengatakan “karena sesungguhnya orang
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah yang kuat
lagi dapat dipercaya”. Ayat berikutnya bercerita tentang bagaimana

nabi Musa as harus bekerja dan sistem remunerasi® yang akan

diterimanya.’

? Departemen Agama RI, A/-Qur'an dan Terjematinya, (Bandung: Diponegoro, 2000), 65.

8
9

Remunerasi adalah pemberian ganjaran, penghargaan, atau hadiah kepada seseorang
Abu Al Fida Ismail Ibnu Katsir, Tafsir A/ Qur’an Al Karim Jilid Il Cairo. Tt, 615
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Cerita ini menggambarkan proses pemyewaan jasa seseorang
dan bagaimana pembayaran upah sewa ittu dilakukan. Dalam kaidah
ushul fiqih, sebuah cerita bisa dijadikan sebagai landasan hukum
tentang sesuatu. Praktek ijarah ini pernah disyariatkan pada masa
nabi Musa as, dan hal itu merupakan syar’u man qoblana yang dalam
ushul figih bisa menjadi aturan syariat bagi kita sepanjang syariat itu

tidak dihapus.'®

2) Surat Al-Baqarah ayat 233:
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“. .. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang
kamu kerjakan.”""

Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat ini adalah, jika kedua
orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain,
maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan

upah yang patut pada orang tersebut. Kita diperbolehkan menyewa

* Dimhyauddin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
156.
"' Departemen Agama RI, A/-Qur'an dan Terjemahnya, 29.
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jasa orang lain untuk menyusui anak kita, dengan syarat harus kita
tunaikan pembayaran upah secara layak.'?

Penafsiran ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkannya
menyewa jasa orang lain yang tidak kita miliki (tidak mampu kita
tunaikan), dengan catatan kita harus menunaikan upah secara patut.
Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan, dan adanya
kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang
diterima."

Surat Al-Talaq ayat 6:

: Fossms o 2T Lonof 22
Bt T EhsT 050 prizsl O
Jika mereka telah menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka

berikanlah upah kepada mereka..."."*

3) Surat Az-Zuhruf ayat 32:

-
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Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami
Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian
mercka atas scbagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian
mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".'’

"> Abu al Fida Ismail Ibnu Katsir, Tafsir A/ Qur’an Al Karim jilid I, 425
"’ Dimhyauddin Djuwaini, Peagantar Fiqih Muamalah, 155

' Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemahnya, 504

¥ Ibid, 352
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Lafal sukhriyan yang terdapat dalam ayat di atas bermakna
“saling mempergunakan”. Menurut Ibnu Katsir lafadz ini diartikan
dengan “ supaya kalian bisa mempergunakan satu sama lain dalam hal
pekerjaan atau yang lain, karena di antara kalian saling membutuhkan
satu sama lain.” Artinya terkadang manusia membutuhkan sesuatu
yang berada dalam kepemilikan orang lain. Orang tersebut bisa
mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah
satunya dengan akad sewa menyewa / jjarah.'®
Aygt-ayat di atas menjelaskan bahwa jjarah atau mengambil
manfaat dari suatu pekerjaan seseorang dengan adanya imbalan adalah
diperbolehkan.
b. Hadis
Landasan kebolehan akad ijarah dalam hadits nabi di antaranya
adalah:

. Hadis riwayat Abu Daud

-
s so.
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Sa’ad bin abi waqqas ra. berkata dahulu kami menyewa tanah
dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu

Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan
kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. "

—

' Abu al fida ismail ibnu katsir, tafsir al qur’an al karim jilid IV, 192
' Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz 11 Bab ljarah, 464.
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2. Hadis riwayat Ibnu Majah
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Dari Abdullah Ibn Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:
Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya
kering".'®

3. Hadis yang diiriwayatkan oleh Abu Sa’id Al- Khudriy

5 e st Snalinn 13y 06 wan Jf 02

Dari Abi Said al-Khudri ra bahwa Nabi Saw bersabda barang
siapa yang mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu,
hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya.

Hadis ini memberi pemahaman tentang tata cara bagaiman kita
melakukan akad wjrah khususnya terkait dengan jumlah upah
yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja
merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk
mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.
[jma’
Mengenai disyari‘atkannya jjarah, semua umat manusia
bersepakat, dan tak ada scorang ulama’ pun yang membantah
kesepakatan (ijma’) ini, sekali pun ada beberapa orang di antara mercka

ada yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap." Selain

itu, umat Islam pada masa sahabat telah membolehkan akad 7jarah

Abu Muhammad bin Yazid al-Qazwani, Sunan /bnu Majah, Bab ljarah, 20.
Sayyld Sabiq, Figh Sunnah 13, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), 11.
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sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu
didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat jjarah
sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang riil. Selama akad jual
beli diperbolehkan maka akad Jjarah harus diperbolehkan juga.?

d. Fatwa DSN
Dalam fatwa DSN mengenai akad wakalah bil ujrah terdapat poin yang
menjelaskan bahwa besarnya ujrah harus disepakati diawal dan

dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.>"

3. Macam, Rukun, dan Syarat Jjarah
1. Macam-macam Jjjarah
Dilihat dari segi objeknya, jjarah dapat dibagi menjadi dua ‘macam,
yaitu:

a. ljarah ‘Ayan (bersifat manfaat). Sewa-menyewa ini terjadi dalam
bentuk benda, di mana orang yang menyewakan mendapat imbalan
dari orang yang menyewa,” seperti sewa-menyewa toko, rumah,
kendaraan, pakaian dan perhiasan.

b. fjarah ‘Amal (bersifat pekerjaan/jasa), ialah scwa-menyewa yang

terjadi dalam bentuk perikatan pekerjaan, di mana pihak penyewa

* Wahbah Az-Zuhaili, Figh Is/am 5, Cet. 10, 386

* FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL, Nomor: 34/DSN-MULIX/2002 tentang
LETTER OF CREDIT (L/C)SYARIAH. 5

* Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 426.
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memberikan upah kepada pihak yang menyewakan, seperti buruh
bangunan, tukang jahit, tukang kebun.” Jjarah ‘amal ini terbagi
menjadi dua macam:

1) Bersifat pribadi, seperti pembantu rumah tangga.

2) Bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang
menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti
tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka
seluruh pekerjaan adalah menjadi tanggungjawabnya sendiri.
Para ulama figh sepakat bahwa apabila objek yang
dikerjakannya itu rusak di tangannya yang bukan karena
kelalaian dan kesengajéannya, maka ia tidak boleh dituntut
ganti rugi. Namun apabila kerusakan tersebut terjadi karena
kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan
ulama figh, ia wajib membayar ganti rugi.?*
2. Rukun fjarah
Adapun rukun-rukun jjarah adalah sebagai berikut®’:
a. Mujjir dan Musta'jir, adalah orang yang melakukan akad sewa

menyewa atau upah mengupah.

B M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Isfam, Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), 237.

2 Nasrun Haroen, Figh Muamalali, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Mcdia Pratama, 2000), 236.

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 117 - 118
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b. Sighat (ijab dan qabul) antara mujir dan mustajir. Ulama Hanafiyah
berpendapat bahwa selain sighat ijab dan qabul termasuk dalam
syarat ijarah, bukan rukun jjarah.

Terjadinya Zjarah bisa juga dengan mu’athah (saling memberi tanpa
sighah) jika hal itu berlaku dalam kebiasaan masyarakat.

c. Ujrah,

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah
mengupah.

3. Syarat-syarat [jarah
syarat-syarat ijarah adalah:

a. Syarat wujud (Syart Al-In’igad), yaitu syarat yang berkaitan
dengan orang yang berakad, yaitu berakal dan mumayyiz.
Menurut ulama Hanafiyah, mencapai baligh tidak termasuk syarat
wujud ataupun syarat berlaku. Jika anak kecil mumayyiz yang
menyewakan harta pada dirinya, maka apabila diizinkan oleh
walinya maka akad itu dianggap sah dan apabila ia dibatasi hak
membelanjakan hartanya, maka tertanggung pada walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia mumayyiz
adalah syarat dalam fjarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah

syarat berlaku. Jika ada anak mumayyiz menyewakan diri atau
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hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada
kerelaan walinya.
Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, baligh dan berakal
adalah merupakan syarat wujud akad jjarah.*®

b. Syarat Pelaksanaan (Syart an-Nafad)
Agar jjarah terlaksana, maka barang harus dimiliki oleh ‘agid,
atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian,
maka Jjjarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki
kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dé];a;.t
menjadikan adanya jjarah?’

c. Syarat Sah
1) Adanya kerelaan dari pelaku akad

Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa’: 29

HE 5,85 O vy ey oSy oSt L8 v u,.w &y
“Hai orang-orang yang beriman, janganiah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. . . %%

2) Ma’qud ‘alaih bermanfaat dengan jelas

% ,, Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam 5, Cet. 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 389.
Rachmad Syafi’i, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Sectia, 2001), 126.
Departcmen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2000), 65.
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Adanya kejelasan pada ma’qud ‘alaih  (barang)
menghilangkan pertentangan di antara ‘agid. Di antara cara
untuk mengetahui ma’qud ‘alaih adalah dengan menjelaskan:
a) Penjelasan tempat manfaat?, agar benda yang disewa

benar-benar jelas.

b) Penjelasan waktu.

Jumhur ulama’ tidak memberikan batasan maksimal atau

minimal. Jadi boleh selamanya dengan syarat barangnya

masih tetap ada.*

C)_ Penjelasan jenis pekerjaan, yaitu menjelaskan jasa yang
dibutubkan penyewa dan orang yang dapat memberikan
jasanya. Misalnya pembantu rumah tangga, dan lain-lain.
Barang yang disewakan atau jasa yang diburuhkan
merupakan barang yang suci dan merupakan pekerjaan
yang halal serta lazim sifatnya, seperti menyewakan
kerbau untuk menggarap sawah. Pemanfaatan barang
dibenarkan oleh syariat Islam.’' Penjelasan tentang jenis

pekerjaan sangat penting dan diharuskan ketika menyewa

» Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam 5, Cet. 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 391.
% Rachmad Syalfi'i, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 127.
' Bani Ahmad Sacbani, Filsafat Hukum [siam, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 315.
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seseorang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan
dan pertentangan di kemudian hari.
d. Syarat kelaziman, terdiri atas dua hal, yaitu:
1. Barang sewaan terhindar dari cacat
Jika terdapat cacat pada ma’qud ‘“alaib, penyewa boleh
memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau
membatalkannya.
2. Tidak ada udur yang dapat membatalkan akad
Ulama Hanafiah berpendapat bahwa Jjarah batal karena
adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang
“ apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang
baru dan menyebabkan kemudharatan bagi yang akad.
e.  Syarat ujrah (upah)

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak,
baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Dalam
upah apa yang disyaratkan pada harga dalam akad jual-beli, yaitu
harus suci. Tidak sah jjarah jika upahnya berbentuk anjing, babi,
kulit bangkai, atau khamar, karena semua itu adalah barang najis.

Upah juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat.
Tidak sah upah yang tidak dapat dimanfaatkan, baik karena

kerendahannya seperti serangga maupun karena dapat menyakiti
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seperti binatang buas, atau dikarenakan diharamkan menggunakan
dalam syara.

Upah harus dapat diserahkan sehingga tidah sah upah dalam
bentuk burung di udara, ikan dalam air, dan barang yang di ghasab
kecuali bagi pengghasab atau orang yang dapat mengambilnya
dari pengghasab.

Juga disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua jenis
pelaku akad. Tidak sah menyewa mobil yang dibayar dengan
bahan bakarnya dan menyewa binatang tunggangan yang dibayar
dengan makanannya, karena upahnya tidak dapat diketahui. Juga
tidak sah menyewa pekerja untuk memanen tanaman dan dibayar
dengan hasii ‘panen. Selain itu tidak sah mémben'kan upah kepada
petugas pengumpul harta untuk lembaga-lembaga atau masjid-
masjid dan sebagainya dalam bentuk bagian dari harta yang
mereka kumpulkan, memberikan upah kepada makelar rumah
dalam dalam bentuk bagian dari nilai rumah yang dijualnya
seperti dua persen (2 %) dari harga, karena upahnya tidak dapat
diketahui. Apa yang diterima oleh para pengumpul harat dengan
alasan bahwa mereka adalah pekerja (amil) dalam sedekah,
dianggap sebagai penghasilan yang tidak baik dan tidak legal

sccara syara. Orang yang menyumbang bersedckah untuk orang-
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orang fakir dan miskin, masjid-masjid dan sebagainya, bukan
untuk kantong-kantong para pekerja dalam sedekah tersebut, jika
mereka mengambil selain biaya perjalanan maka itu dianggap

sebagai sebuah kedzaliman dan kebohongan.

4. Sifat
Sifat fjarah

Para ulama figih berbeda pendapat tentang sifat akad jjarah,
bersifat mengikat atau kedua belah pihak atau tidak. Ulama hanafiyah
berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh
dibatalkan secara Sepihak apabila terdabat uzur dari salah satu pihak
yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan .
kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan
bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang
itu tidak boleh dimanfaatkan.

Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila
salah seorang meninggal dunia. Mcnurut ulama ulama Hanafiyah
apabila salah scorang berakad meninggal dunia, maka akad iiarah
batal, karcna manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tctapi jumhur

ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena
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termasuk harta. Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang
berakad tidak membatalkan akad Zjarah.
5. Tanggung jawab ajir (yang disewa) dan gugurnya upah
1. Tanggung jawab ajir
a. A}'jrkbusw

Ajir  khusus sebagaimana dijelaskan diatas adalah orang yang

bekerja sendiri dan memnerima upah sendiri, seperti pembantu

rumah tangga. Jika ada yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk
menggantinya.
b. Ajir mustasyrik

Ajir mustasyrik seperti para pekerja dipabrik, para ulama berbeda

pendapat dalam menetukan tanggung jawab mereka.>?

1) Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan ibn Jiyad dan Imam Syafi’i
Pendapat yang paling shahih adalah mercka tidak bertanggung
jawab atas kerusakan scbab kerusakan itu bukan disebabkan oleh
mereka.

2) Imam Ahmad bin Hambal dan dua sahabat Imam Abu Hanifah
Mereka berpecndapat bahwa ajir bertanggung jawab atas
kerusakan disecbabkan oleh mercka walaupun tidak sengaja,

kecuali jika discbabkan oleh hal-hal umum yang terjadi.*

2 Ibid, 134
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3) Menurut ulama Malikiyah
Pekerja bertanggung jawab atas kemséka; yang disebabkannya
walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya.
2. Perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab
Sesuatu yang ada ditangan ajir, misalnya kain pada seorang penjahit,
menurut ulama hanafiyah dianggap sebagai amanah. Akan tetapi, amanah
tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab bila dalam keadaan
berikut:
a. Tidak disengaja
b. Dirusak dengan sengaja
¢. Menyalahi pesanan penyewa
3. Gugurnya upah
Para ulama berbedz; pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila
barang yang ditangan rusak.
Menurut ulama syafi’iyah, jika ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh
penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada
ditangannya, ia tidak mendapatkan upah.**
Menurut ulama hanabilah juga hamper senada dengan pendapat diatas.
Hanya saja diuraikan lagi:

a. Jika benda ditangan ajir

¥ Ibid, 134
* Ibid, 135
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1. Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat sesuai bekas
pekerjaan tersebut.
2. Jika tidak ada bekas pekerjaaannya, ajir berhak mendapatkan
upah atas pekerjaannya sampai akhir.
b. Jika benda berada ditangan penyewa
Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.
6. Pembatalan dan Berakhimnya Jjarah
Pada dasamya, akad jjarah merupakan akad lazim, yaitu akad yang
tidak membolehkan adanya fasakh (membatalkan) pada salah satu pihak,

karena akad jjarah merupakan jenis perjanjian timbal balik.*

Bahkan apabila salah satu pihak (penyewa atau yang menyewakan)
meninggal dunia, maka perjanjian sewa-menyewa tidak menjadi batal,
dengan syarat objek sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab apabila salah
satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris,

apakah ia sebagai pihak pcnyewa maupun yang menyewakan.*®

» Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 122.
36 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Cet. 4,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 57.



30

Hal ini berbeda dengan pendapat ulama’ Hanafiyah, bahwa jjarah
dipandang berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad,

karena akad jjrah menurut mereka tidak boleh diwariskan.>’

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya dan berakhimya sewa-

menyewa adalah:
a. Teradinya aib pada barang sewaan

Apabila barang yang menjadi objek sewa terdapat kerusakan ketika
sedang berada ditangan pihak penyewa yang diakibatkan oleh kelalaian
penyewa sendiri, maka pihak yang menyewakan dapat meminta

pembatalan.
b. Rusaknya barang yang disewakan

Apabila barang yang disewakan mengalami kerusakan sehingga
tidak dapat dipergunakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya

rumah menjadi runtuh.
c. Rusaknya barang yang diupahkan

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

37 Nasrun Haroen, Figh Muvamalah, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 237.
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Yaitu apa yang menjadi tujuan dari sewa-menyewa telah tercapai,
atau masa sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan kesepakatan
kedua belah pihak. Misalnya: perjanjian sewa-menyewa rumah selama
dua tahun, dan pihak yang penyewa telah memanfaatkan rumah tersebut
selama dua tahun penuh, maka perjanjian sewa-menyewa rumah tersebu

batal (berakhir) dengan sendirinya.>®
¢. Adanya udur dari kedua belah pihak

Menurut ulama’ Hanafiyah, apabila ada udur dari salah satu pihak,
maka akad jjiarah menjadi batal. Seperti rumah yang disewakan disita
Negara karena terkait utang yang banyak. Menurut ulama’ Hanafiyah
udur-udur yang dapat membatalkan akad fjarah adalah salah satu pihak
Jjatuh muflis dan berpindah tempatnya penyewa. Misalnya seseorang yang
digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai,

penduduk desa tersebut pindah kedesa lain.

Namun menurut jumhur ulama’ udur yang boleh membatalkan
akad jjarah hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat

yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.*

f. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad

* Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam [slam, Cet. 4,

(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 58.
* Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 237-238.
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B. Pengertian Wakalah

1. Pengertian
Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian
mandat.*’ Jadi menurut istilah wakalah adalah penyerahan dari seseorang
kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu.2Dalam hal ini pihak kedua
hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa wewenang yang diberikan oleh
pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai yang
disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab sepenuhnya menjadi
tanggung jawab pihak pertama (pemberi kuasa).

2. Dasar Hukum Wakalah

Dasarhukum Wakalah adalah firman Allah Swt:
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dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mercka saling
bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah scorang di
antara mercka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)".
mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau sctengah
hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui
berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah
seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa
uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan

™

“ Syafi’l Antonio, Bank Syariah dalam Teori ke Paraktik, h. 120
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yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu
untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah
sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.*!

Dan pada surat an-Nisa’: 35
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dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan
seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang
hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*?
3. Rukun dan Syarat Wakalah®
1. fjab dan qabul atau shigat, yaitu lafadx'zv yang digunakan untuk mewakilkan
sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.
2. Muwakkil (yang mewakilkan), syaratnya :
a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan.
b. Mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni
dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk

menerima /A7bah (hadiah) atau sedekah.

3. Wakil (yang mewakili), syaratnya :

4 Depag R1, A/-Qur’an dan T egemahannya, h. 445
2 Ibid. h. 123
* Hendi Subendi, Figh Muamalah h. 234-235
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a. Tidak cacat hukum.

b. Mampu mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

c. Merupakan orang yang diberi amanat.
4. Hal-hal yang diwakilkan, syaratnya :

a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.

b. Tidak bertentangan dengan syari’ah Islam.

¢. Dapat diwakilkan menurut syari’ah Islam.
. Waka/ah dalam Perbankan
Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabial nasabah memberiké.n
kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa
tertentu, seperti pembukuan SKBDN atau Letfer of Credit (L/C) lokal.
Apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian SKBDN
dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah,
wakalah atau musyarakah. Dan pemberian kuasa tersebut dapat berakhir

setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dan Bank.



